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BUPATI PESISIR SELATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISH? SELATAN
NOMOR: 140/ |4 /Kpts/ BT 175 ) 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KEANGOGTAL!
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BINJAL TARA!
KECAMATAN RANAH AMPEK HULL TAPAN
PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 202

BUPATI PESISIR SELATAIN,

.bahwa Saudara Harnawati, ©.Ag., wcbzgs ggne Badas
Permusyawaratan Nagari Binjai Tapzn  Yeczmatzn 2arze
Ampek Hulu Tapan dari unsur Bundo Kancung mengir razs
diri pada tanggal 1 Desember 20179,

o)

b. bahwa berdasarkan Pasal 1% Jeratursn 22Uz
Nomor 26 Tahun 2017 tentznyg Badan Perm o wiznzrz zs
dinyatakan anggota Badan Permusyzwzrs ag
berhenti antar waktu digantikan oleh czlon znggorz Zziz
Permusyawaratan Nagari nomor urut berikotnyz erizizrsz
hasil pemilihan anggota Badan Permusyzwzrzizs
menurut unsur masyarakat Pemerintahzn Nzgzr

c. bahwa berdasarkan surat Camat Ranzh Ampex 2o peir
/1

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 17
15 Januari 2020 tentang Usulzn Pe
Permusyawaratan Nagari  BEinjai
Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisi nd ) )
Kandung, perlu disahkan dengan Keputuszn Zupzu =eucr
Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbzangzn cehzgzim: dimaksyut pads
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetzpzzrn 2=z - onzz
Bupati Pesisir Selatan tentang Pe han Pengganu Antar
Waktu Keanggotaan Badan Permusyzwarztzn lzzzm o0z
Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu ] ; 1o Pegiy

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentzng PemIar_:zr
Daerah Otonom Kabupaten Dazlam Lingkungzn Dzerzn =7 207
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republiz Incomesiz © 4

1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tznus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 1227 Iomor
Undang-Undang Nomor 58 Tzhun 1932 (Lemozrzn weizrz
Republik Indonesia Tzhun 1%3
Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 22<7

1

-
- v e . :

~ Omor - = ~LPone
= . 1l FERLE ~1

2. Undang-Undang Nomor 33 Tzhun 2004 teniznmg Femmie=rizn
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pememnizn 22727
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tznun z00o= ve 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor &=
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Menetapkan :

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dean (Lerabotnn
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tornhrhi
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor H49%5),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentoang Pemmerintnbin
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tohvn 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Nepara Republile Tndonesin
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dinboh radehin
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 - tenbang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarn epblik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Hegarn
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiminietrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesio Talin 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia
Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Normor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang,
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 201%
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daecrah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2014
tentang Nagari;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Harnawati,
S.Ag., sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dari
unsur Bundo Kandung, periode Tahun 2015 sampai dengan 2021,
dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian
yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
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KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU jupa
terhadap tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan dari Badan
Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu
Tapan  Kabupaten Pesisir  Selatan, terhitung  sejak tanppeal
ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA © Mengesahkan  Saudara Kasilawati scbagai Penpgganti Antar Walktu
Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan  Kecamatan Ranah
Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Bundo
Kandung periode Tahun 2015 sampai dengan 2021,

KEEMPAT @ Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan Kecamatan
Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung scjak
tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Februari 2020

BUPATI PES

IR SELATAN,
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